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)\ MAHKAMAH AGUNG RI
w8 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 — 13 Telp. 3843348 — 3457661 ( Hunting }
TROMOL POS NO. 1020 — JAKARTA 10010

Nomor | 529/Bua.2/07/12/2015 31 Desember 2015
Lampiran . 2 (dua) lembar

Sifat : Segera

Hal . Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Yih.

1. Pejabat Eselon | di lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Kelua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan
Peradilan saluruh Indonesia
di-
Tempat

Sehubungan masih banyaknya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
ke Biro Kepegawaian yang tidak sesuai dengan surat Kepala Biro|Kepegawaian nomor : 391/Bua.2/07/9/2015
tanggat 30 September 2015 hal sebagaimana tersebut di atas dan mengacu pada Per Sek MA Nomor : 04 Tahun

2015 tanggat 30 Juni 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harla Kekayaan Aparatus Sipit Negara
{LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, untuk itu masing-masing satker
Eselon | di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding empat fingkungan peradilan seluruh
Indonesia diharapkan segera menyampaikan laporan wajib lapor LHKASN pegawai di lingkungannya dengan
melampirkan Bukii Pelaporan Harla Kekayaan Aparatur Sipil Negara ke Biro Kepegawaian Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung Ri paling lambat tanggal 29 Januari 2016.

Wajib lapor LHKASN adalah seluruh Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya yang tidak wajib menyampaikan LHKPN. Apabila sampai batas wakiu tersebut diatas belum
diiapo:'kan ke Biro Kepegawaian maka sesuai ketentuan Per ek MA Nomor 04 tahun 2015 pasal 6,
Pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struk.ﬁuralifungsional dapat ditinjau kembali
{penundaan/pembatalan). Prosedur pelaporan LHKASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya serta contoh Bukii Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dikirim
ke Biro Kepegawaian adalah sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan lerima kasih.

An. Kepala Badan Urusan Administrasi
Kepala Biro Kepegawaian

L

Tembusan: ) {::.:‘;
1. Sekreiaris Mahkamah Agung RI; Ny s
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; el

3. Kepala Badan Urusan Adminisirasi Mahkamah Agung RI;
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MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13Telp. 3843348 — 3457661 ( Hunting )
TROMOL POS NO. 1020 ~ JAKARTA 10010

Nomor : 530/Bua.2/07/1/2015 31 Desember 2015
Lampiran -1 (satu) lembar

Sifat - Segera

Hal : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Yth. Pejabat wajib lapor LHKASN di lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya

di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Per Sek MA Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dinyatakan bahwa : “Kewajiban Penyampaian LHKASN
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat wajib lapor setingkat Eselon Il dan IV serta
pejabat fungsional baik fungsional teknis, fungsional tertentu maupun fungsional umum diangkat dalam
jabatan, mutasi atau promosi”. Selanjutnya ketentuan Pasal & Per Sek MA Nomor 04 Tahun 2015 dinyatakan :
“Pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan strukturalffungsional dapat ditinjau kembali
(penundaan/pembatalan) apabila yang bersangkutan tidak merrLenuhi kewajiban penyampaian LHKASN”.

Untuk itu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelantikan saudara wajib menyampaikan LHKASN
sesuai ketentuan yang berlaku dengan prosedur sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan kewajiban LHKASN sesuai ketentuan.

Any Kepala Badan Urusan Adminisirasi
Kepala Biro Kepegawaian

s selaku

~Refiksanaan LHKASN di lingkungan

dan Badan Peradilan di bawahnya

Tembusan:

Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
Pejabat Eselon | terkait di lingkungan Mahkamah Agung RI;
Ketua Pengadilan Tingkat Banding terkait;

Arsip.

S O P L PO =
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